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ABSTRAK 

 

RENO ADI PRATAMA. NPM.18810422. 2022.ANALISIS TANGGUNG JAWAB PIDANA 

TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. 
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Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Reza Aditya Pamuji, S.Sy., 

M.H. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap anak 

penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan anak 

penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis 

penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan 

hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak 

menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian 

menunjukan Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan 

psikotropika, yaitu berupa pidana dan rehabilitasi. Namun prihal pemidanaan terhadap anak 

hanya dapat dijatuhkan dengan ½ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa 

sesuai dengan. Adapun terkait rahabilitasi, diketahui terdapat dua jenis rehabilitasi, antara 

lain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini bertujuan pada pemulihan dan 

secara normatif terlihat bahwa pelaksnaannya dilakukan secara terpadu baik fisik, mental, 

maupun social. Oleh karenanya, anak yang melakukan tindak pidana penyalagunaan 

psikotropika tersebut, dapat melaksanakan aktivitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat 

seperti sedia kala. Adapun perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

juga diatar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 64 yang 

berbunyi ” Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum khsusunya 

penyalahgunaan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b 

Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

menjelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat 

dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, 

perawatan, dan rehabilitasi.  
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